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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu: 

1. Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi belum bisa menyelesaikan 

permasalahan delik pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers 

jarang menggunakan dan memilih hak tersebut untuk menyelesaikan 

konflik antara dirinya dengan pers. Dari kasus-kasus delik pers yang 

pernah terjadi di Indonesia sebagian besar diselesaikan melalui jalur 

hukum di pengadilan. 

2. Kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas Hak Jawab dan Hak 

Koreksi adalah pemberian kedua hak tersebut oleh pihak pers yang 

sering kali tidak proporsional dan dianggap tidak bisa menggantikan 

kerugian yang telah diderita sehingga pihak yang dirugikan akibat 

pemberitaan pers lebih memilih menyelesaikannya di pengadilan. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut : 

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya menjadi Lex Specialis dengan 

meniadakan Undang-undang yang bersifat umum seperti KUHP.  
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2. UU Nomor 40 Tahun 1999 harus direvisi, misalnya dengan 

menambahkan pasal penghinaan dengan sanksi denda bagi pihak pers 

yang terbukti bersalah melakukan kesalahan pemberitaan yang 

berakibat mencemarkan nama baik seseorang, menambahkan pasal 

yang lebih menegaskan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak 

Koreksi harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan delik 

pers sehingga penerapan pasal-pasal pidana menjadi jalan terakhir.  

3. Peran Dewan Pers harus dimaksimalkan sebagai penengah antara pers 

dengan masyarakat. 

4. Para pekerja jurnalistik dalam menjalankan tugas profesinya harus 

selalu berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. 
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